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KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG
LELANG TANAH KAS DESA LAMBUR
TAHUN 2023

KEPALA DESA  LAMBUR
	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk membantu kelancaran dalam proses Lelang Tanah Kas Desa Lambur dipandang perlu untuk membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa Lambur Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dari hasil Pembentukan panitia Lelang Banda Desa Lambur dilaksanakan Lelang Tanah Kas Desa dan ditetapkan Hasil dari Lelang Tanah Kas Desa Lambur Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b mengenai dari Lelang Tanah Kas Desa Lambur Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Lambur.


	Mengingat
	a. :
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor  8 Tahun 2022 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor15); 
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
28. Perda Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Perbup Nomor 133 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
30. Peraturan Desa Lambur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 6 Tahun 2022);
31. Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lambur Tahun 2019 - 2025;
32. Peraturan Desa Lambur Nomor 13 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
33. Peraturan Desa Lambur Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
34. Peraturan Desa Lambur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
35. Surat Keputusan Kepala Desa Lambur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Lelang Tanah Kas Desa Lambur Tahun 2023;


	
	b. 
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	LELANG TANAH KAS DESA LAMBUR TAHUN 2023

	KESATU
	:
	Penggunaan Hasil Lelang Tanah Kas Desa dalam Pengelolaan APBDes  berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukkan dengan tertib dan disiplin anggaran.

	KEDUA
	:
	Nominal Hasil Lelang Tanah Kas Desa masuk kedalam kategori Pendapatan Asli Desa (PAD) yang harus masuk Rekening Kas Desa (RKD) sesuai dengan nilai nominal realita atau dalam bentuk uang, tidak boleh fiktif.

	KETIGA
	:
	Anggaran PAD yang tercatat dalam APBDes dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan serta mengikuti aturan yang dituangkan dalam kegiatan musyawarah desa.

	KEEMPAT
	:
	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



                     Ditetapkan di :  Lambur
                     pada tanggal   : 08 Mei 2023

           KEPALA DESA LAMBUR



                   TUTI  HARYANI
Tembusan disampaikan Kepada Yth. 
1. Bupati Purbalingga c.q. Kepala Tata Pemerintahan Setda Kab. Purbalingga
2. Camat Mrebet
3. Ketua BPD Desa Lambur
4. Panitia Lelang Banda Desa Lambur.







LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR 
Nomor        : 04 Tahun 2023
Tanggal      :  8 Mei 2023

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

	NO.
	NAMA 
	JABATAN
	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	7

	
1.


2.


3.


4.


5.


6.


.

	
TUTI  HARYANI


DJASMIN  RS


ADI WURYANTORO


ROKHIMAH


SUKIMAN


DENI SETIAWAN




	
Kepala Desa


Ketua LPMD


Kasi Pemerintahan


Kaur Keuangan


Ketua RT 4


Ketua RT 9



	
Pelindung


Ketua


Sekretaris


Bendahara


Anggota


Anggota




	





KEPALA DESA LAMBUR





    TUTI  HARYANI


















TATA TERTIB LELANG TANAH KAS DESA
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
TAHUN 2022


1. Peserta lelang dumulai pukul 14.00 Wib s/ d selesai
2. Perangkat Desa tidak boleh mengikuti lelang
3. Lelang tanah kas desa berlaku untuk warga desa LAMBUR
4. Peserta mengisi daftar hadir sekaligus  mendaftarkan diri sebagai calon peserta lelang;
5. Peserta lelang menduduki tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia 
6. Peserta lelang mempersiapkan diri mengikuti lelang blok-blok yang telah ditentukan oleh panitia 
7. Panitia membuka penawaran harga untuk tanah kas desa desa yang akan dilelang
8. Peserta lelang mengisi blanko penawaran dan menyerahkan kepada panitia
9. Pemenang lelang adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran paling tinggi dan ditunjuk sebagai pemenang lelang;
10. Bagi peserta lelang yang telah memenangkan atau mendapatkan satu blok tanah yang dilelang diperbolehkan untuk mengikuti lagi di semua blok
11. Bagi peserta yang mendapatkan blok tanah yang masih ada tanamannya maka diperhitungkan harga satu tahun .
12. Bagi peserta lelang yang sudah menang lelang selama tiga kali berturut-berturut tidak boleh ikut lelang.
13. Bagi pemenang lelang harus membayar uang muka 10 % dan pelunasan paling lambat 7 hari ( 1 Minggu ) dan dan ditungkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
14. Satu minggu sebelum jatuh tempo akan diadakan pertemuan musyawarah
15. Bagi peserta lelang yang menang lelang yang melewati jatuh tempo dikarenakan masih masa tanam akan dikenakan denda  10 %.
16. Penggarapan tanah lelang tahun 2022  berlaku 10 bulan (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022
17. Apabila ada hal-hal yang belum diatur/terdapat perselihan mengenai pelaksanaan lelang tanah kas desa LAMBUR tahun 2022 akan dtempuh melalui musyawarah
18. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat 

	Mengetahui
Kepala Desa LAMBUR


TUTI  HARYANI
	LAMBUR,       Februari 2022
Ketua Panitia


DJASMIN  RS.
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